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ABSTRAK

Nama : Farhan Rusydi
NIM : 170106026
Judul : Kewenangan Panwaslih  Aceh dalam Menyelesaikan

Sengketa Proses Pemilihan Umum (Studi Kasus Terhadap
Putusan Nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/V11/2018)
Tanggal Sidang : 18 Juli 2022
Tebal Skripsi  : 53 halaman
Pembimbing | : Muhammad Syuib M.H., M. Leg.st
Pembimbing Il : Rispalman S.H., M.H
Kata Kunci : Sengketa Proses Pemilu/Sengketa Administrasi Pemilu

Pada Pemilihan Umum tahun 2019, telah terjadi sengketa proses pemilu berawal
dari salah satu bakal calon anggota DPD Provinsi Aceh yang keberatan terhadap
terbitnya keputusan dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang
didasarkan pada berita acara Nomor: 152/.PL.01.4-BA/11/Prov/V11/2018 tentang
hasil verifikasi keabsaan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta
pemilu anggota DPD Provinsi Aceh pada tahun 2018. Pemohon atas nama
Abdullah Puteh mengajukan permohonan kepada Panwaslih Provinsi Aceh
karena pemohon merasa keberatan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan
oleh termohon yaitu KIP Aceh, keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh
Mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun
2018 yaitu pasal 60 ayat (1) huruf j dan g. Kemudian Panwaslih Aceh menerima
permohonan dengan nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VI11/2018. Dalam skripsi
ini yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana kewenangan Panwaslih
Provinsi Aceh dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum, serta
Mengapa Panwaslih Provinsi Aceh meloloskan bakal calon anggota DPD yang
merupakan mantan narapidana korupsi yang bertentangan dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Jenis penelitian yang digunakan adalah
yuridis normatif. Kewenangan yang dilakukan Panwaslih Aceh berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam proses
penyelesaian sengketa Pemilu adalah kewenangan menerima, memeriksa,
mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu dan aturan yang
dibuat sendiri oleh Bawaslu, yakni Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas
Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Panwaslih meloloskan mantan
narapidana korupsi sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada PKPU, maka
putusan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Provinsi Aceh telah berpedoman
kepada Undang-Undang yang lebih tinggi.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf | Nama | Huruf Nama | Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
\ Alf | tidak tidak L ta’ t te
dilamban | dilamba (dengan
gkan ngkan titik di
bawah)
— Ba’ B Be L za z zet
(dengan
titik di
bawah)
< T3 T Te & ‘ain § koma
terbalik
(di
atas)
& Sa’ S es ¢ Gain g Ge
(dengan
titik di
atas)
z Jim J je ] Fa’ f Ef
z Ha’ h ha 3 Qaf q Ki
(dengan
titik di
bawah)
z Kha’ Kh ka dan S Kaf k Ka
ha
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2 Dal D De J Lam El
3 Zal V4 zet o Mim Em
(dengan
titik di
atas)
J Ra’ R Er 8] Nin En
J Zai Z Zet B Wau We
s Sin S Es o Ha’ Ha
o Syin Sy es dan s Hamz Apostro
ye ah f
o Sad S es $ Ya’ Ye
(dengan
titik di
bawah)
ue Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I
dammah U U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

iX




Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
s fathah dan ya’ Ai adan i
. fathah dan wau Au adanu
Contoh:

& kataba
dﬂ; -fa‘ala
}5{ -zukira
CAY  -yazhabu
O -su’ila
s -kaifa
d»  -haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
TN fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya’
5 kasrah dan ya’ N i dan garis di atas
&) dammah dan wau L, u dan garis di atas
Contoh:r
Jd&  -gala
R)  -rama
JE -gila
Jds  -yaqilu
4. Ta’ marbiitah

Transliterasi untuk ta 'marbitah ada dua:
1. Ta’ marbitah hidup
ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
2. Ta’ marbitah mati




ta’ marbiutah Yyang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ra
ditransliterasikan dengan ha (h).

’

marbitah itu

Contoh:
JubYiiasy  -raud ah al-agfal
oL -raud atul atfal
o3l lauall  -al-Madmah al-Munawwarah
o -AL-Madinatul-Munawwarah
sl qlhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:

\-\-u -rabbana
J3 -nazzala
Bl -al-birr
&l -al-hajj
eu -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ((J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyabh.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
Ja) -ar-rajulu
s -as-sayyidatu

ERCE

() -asy-syamsu
Xi



AL -al-galamu

@Aﬂ\ -al-badi‘u
Jsal -al-jalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:
G5 G -ta’ khuzina
¢ 3 -an-nau’
i -syai’un
S -inna

&l -umirtu

K -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:
G 31 50 na 5l ) 5 -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
O el 5ES0N 38508 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
BRI PR -Ibrahim al-Khal7
B WHaslal Haa i ol -Bismillahi majrahda wa mursah
il Za o B e di -Walillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
ke 43l) ¢ Uil (4 -manistatd ‘a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bila mana nama diri

xii



itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: )
O3Vl 2as a5 -Wa ma Muhammadun illa rasul
oWl em 5o (=l &) -Inna awwala baitin wud i ‘a linndasi

8w i M Jallazt bibakkata mubarakkan
SRRV BHRPA] Jumadles  -Syahru Ramadan al-lazi unzila fin al-Qur 'anu
ol 38Y WA -Wa lagad ra @hu bil-ufug al-mubin
Gl W) Gy d ) - dlhamdu lillahi rabbi al-‘Glamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

GO Bzl eial  -Nasrun minallahi wa fathun garib

Gaed YW -Lillahi alOamru jami ‘an
Sle o B K M3 -Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum tahun 2019 yang diselenggarakan serentak di seluruh
Indonesia bertepatan pada 17 April 2019 merupakan Pemilihan Umum pertama
dalam sejarah Pemilu di Indonesia yang dilaksanakan secara serentak antara
pemilihan Legislatif (DPR, DPRD, DPRK, DPD) dan Pemilihan Eksekutif
(Presiden dan Wakil Presiden), Termasuk di Provinsi Aceh juga melaksanakan
Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak dan bersamaan dengan
daerah provinsi lainnya. Lembaga yang memiliki wewenang dalam
menyelenggarakan pemilu ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi
oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Secara filosofis Pemilu diadakan karena dilatar belakangi oleh sejumlah
pertimbangan. Yang pertama yaitu pertimbangan tentang tujuan pemilu yaitu
untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan bangsa. Oleh karena itu perlu
dilaksanakan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk memilih anggota
eksekutif dan legislatif, Pemilu juga dapat dikatakan sebagai sarana perwujudan
kedaulatan rakyat, maka dengan adanya Pemilu menghasilkan pemerintahan dan
wakil rakyat yang demokratis sehingga Pemilu yang mengharapkan hasil seperti
yang telah dicita-citakan tentunya harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
menyatakan bahwa : “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
dalam melaksanakan Pemilu”.? Kemudian Komisi Pemilihan Umum terbagi

menjadi  beberapa bagian, lembaga yang paling dominan dalam

! Teguh Prasetyo, Filsafat Pemilu, (Bandung: Nusa Media, 2018), him. 18-19.
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan
Umum.
1



menyelenggarakan pemilu juga diberikan penolong, yaitu Komisi Pemilihan
Umum Provinsi atau KPU Provinsi, ialah penyelenggara pemilu di Provinsi,
selanjutnya KPU tidak hanya bersama dengan KPU Provinsi saja. Namun juga
dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KPU
Kabupaten/Kota yang merupakan penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota.
KPU merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk menentukan terpenuhi
atau tidaknya persyaratan peserta pemilu dan dapat atau tidaknya sebuah partai
politik menjadi peserta Pemilihan Umum, dan juga memiliki tugas melaksanakan
Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang pemilu dikemukakan bahwa KPU bertugas
merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Selain itu, KPU
juga bertugas menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN. Selanjutnya KPU juga bertugas
memantau semua tahapan pemilu; menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
pemerintah untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih.

Sebagaimana dengan tugas yang telah dijelaskan diatas, disamping itu
KPU juga memiliki wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang pemilu,
yaitu KPU berwewenang menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN. Kemudian KPU juga
berwewenang untuk menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
menetapkan peserta pemilu; menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara

disetiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara

® Teguh Prasetyo, Filsafat Pemilu..., him. 37.



penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; dan menerbitkan
keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.

KPU dalam menjalankan tugasnya harus juga diawasi secara maksimal
dengan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan
Umum atau Bawaslu. Awal mula terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang kemudian
kewenangannya diperluas berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, kemudian yang dimaksud dengan Bawaslu terdapat dalam
pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan : “Badan
Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga
Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sebagaimana yang dimaksud dengan diperluas berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu ialah adanya perubahan aturan,
untuk memperkuat kedudukan Bawaslu tersebut, yaitu dengan perluasan
kewenangan Bawaslu serta penambahan jumlah anggota Bawaslu, Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga memiliki
kewenangan sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.6 Sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 103, Pasal 106, Pasal 109 dan Pasal 112
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa
Bawaslu memiliki kewenangan sebagai berikut :

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
pelanggaran pemilu;

b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu dan merekomendasikan
pada pihak terkait;

c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus
penyelesaian sengketa proses pemilu;

* Ibid, him. 54.

®> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan
Umum.

® Pulung Abiyasa, Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota
Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Jurnal USM
Law Review, Vol 2 No 2, 2019, him. 152.



d. Merekomendasikan hasil pengawasan terhadap pelanggaran netralitas
semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;

e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu
ditingkat bawahnya;

f. Meminta bahan keterangan yang kepada pihak dalam rangka pencegahan
dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Sebagaimana yang telah di jelaskan diatas tentang kewenangan Bawaslu,
didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan sidang administrasi,
Putusan dan hasil didalam persidangannya adalah produk dari persidangan yang
dilakukan melalui proses terbuka.

Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan di Provinsi Aceh setelah adanya
penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) di Helsinki pada
tanggal 15 Agustus 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan
Pemerintah Indonesia, dan kemudian lahirnya Undang-Undang Pemerintah
Aceh yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 11 juli 2006, maka pelaksanaan
Pemilihan Umum di Aceh di amanatkan kepada Komisi Independen Pemilihan
(KIP), dan pengawasan terhadap KIP Provinsi Aceh dilakukan oleh Panitia
Pengawas Pemilihan (Panwaslih) atau Bawaslu Provinsi. Nama Panwaslih
sendiri diambil berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintah Aceh, namun tugas dan wewenang dari panwaslih sendiri tetap
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.° Pembentukan KIP
Aceh berbeda dengan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibentuk atau direkrut
langsung oleh Bawaslu Pusat, sementara KIP Aceh dibentuk berdasarkan UUPA,
yang selanjutnya di seleksi oleh DPRA kemudian disahkan oleh KPU RI dan
dilantik oleh Gubernur Aceh.

" Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan
Umum.

® Pulung Abiyasa, Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota
Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Jurnal USM
Law Review, Vol 2 No 2, 2019, him. 152.

° Modul Bimbingan Bawaslu Indonesia, 2017 Provinsi Aceh, him. 30.



KIP Aceh dan Panwaslih/Bawaslu merupakan dua lembaga yang
bertugas sebagai penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh, yang juga masih
dalam satu Instansi oleh karena itu kedua lembaga ini dalam menyelenggarakan
Pemilihan Umum memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya, KIP
Aceh sebagaimana telah diamanatkan oleh UUPA sebagai lembaga yang
menyelenggarakan Pemilihan Umum, dan diawasi langsung oleh Panitia
pengawas pemilihan (Panwaslih), walaupun kedua lembaga tersebut bermitra
dalam menyelenggarakan Pemilu namun terkadang masih memiliki pemikiran
yang berbeda dalam hal proses penyelenggaraan Pemilu.*

Didalam penyelenggaraan Pemilu kemungkinan besar akan terjadinya
sengketa, dikarenakan ada ketidakpuasan peserta pemilu tersebut, sengketa
pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan
penyelenggara pemilu maupun sengketa antar peserta pemilu akibat dari
dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. ™
Sengketa Pemilu sendiri terbagi menjadi 2 jenis yaitu ; sengketa administrasi
dan sengketa hasil Pemilu, sengketa administrasi yang bewenang untuk
mengadili sengketa tersebut adalah Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara,
kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu diatur
dalam pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa
proses Pemilu. Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu terhadap sengketa
proses Pemilu tersebut merupakan keputusan final dan bersifat mengikat,
Namun keputusan tersebut dapat dikecualikan dari keputusan final dan mengikat
oleh Bawaslu yaitu terkait dengan sengketa Pemilihan Umum yang berkaitan
dengan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan, penetapan

% Fury Ayuninda Fajar Arofah. Komisi Pemilhan Umum (KPU) vs Badan Pengawas
Pemilu (BAWASLU), Jurnal Transformative, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016, Him. 32.

1 Aribowo, Demokrasi dan Budaya Politik Lokal, Surabaya: Universitas Airlangga,
2007



Pasangan Calon (Pasal 469 ayat (1)), artinya jika pihak yang bersengketa belum
merasa puas dengan keputusan Bawaslu mengenai Verifikasi Partai Politik
Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan, penetapan Pasangan Calon maka, para
pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan
Tata Usaha Negara, namun pengajuan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha
Negara dapat ditempuh setelah semua proses sengketa admisnistrasi di Bawaslu
sudah ditempuh.*

Dalam hal sengketa hasil Pemilu yang memiliki kopetensi
menyelesaikan sengketa tersebut ialah Mahkamah Konstitusi sebagaimana
diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 24 C Ayat (1), selanjutnya penyelesaian
sengketa hasil pemilu legislatif secara spesifik diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Menurut Ketentuan Dalam
Pasal 474 Undang-Undang No 7 Tahun 2017

(1) “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada

Mahkamah Konstitusi”.*®

Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu kemungkinan akan
timbul suatu persoalan yaitu tentang kewenangan dalam menerima dan memutus
gugatan. dalam istilah hukum acara kewenangan dalam mengadili terbagi
menjadi dua macam, pertama kewenangan relatif yaitu kewenangan dalam
pengadilan yang menanggani suatu sengketa harus didasarkan pada lokasi dan
dimana para pihak yang bersengketa berdomisili atau dimana objek yang
disengketakan berada. Kemudian yang kedua yaitu kewenangan absolut yaitu

12 Firdaus, Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan
Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi, Jurnal 1lmu Hukum, Volume 8 No. 2,
April-Juni 2014, him. 218.

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan
Umum.



kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara yang berdasarkan pada
objek perkaranya.**

Bawaslu kemudian dalam menyelesaikan proses sengketa Pemilu
terkadang masih terjebak dalam kewenangan kompetensi absolut yang berkaitan
dengan kewenangan yang didasarkan oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2017
yang ditujukan kepada Bawaslu. Salah satu contohnya ialah ketika Pemilu
tahun 2019 yang lalu di Aceh ada seorang bakal calon anggota DPD yang
merupakan mantan narapidana koruptor yang telah diloloskan oleh Panwaslih
Aceh, yang menurut KIP Aceh bertentangan dengan pasal 60 ayat (1) huruf j
dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 14 Tahun 2018, namun
Panwaslih Provinsi Aceh akhirnya meloloskan mantan koruptor tersebut sebagai
bakal calon anggota DPD sehingga dalam hal ini Panwaslih Provinsi Aceh
dianggap telah mengambil alih kewenganan uji materi Mahkamah Agung atas
PKPU. Yang disebutkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum yang diduga bertentangan dengan PKPU, seharusnya
yang mengujinya merupakan kewenangan Mahkamah Agung.*®

Awal mula terjadinya sengketa seperti yang diatas berawal dari salah
satu bakal calon anggota DPD Provinsi Aceh yang keberatan terhadap terbitnya
keputusan dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang didasarkan pada
berita acara Nomor: 152/.PL.01.4-BA/11/Prov/V11/2018 tentang hasil verifikasi
keabsaan dokumen syarat bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota
DPD Provinsi Aceh pada Tahun 2018. Kemudian pemohon atas nama Abdullah
Puteh mengajukan permohonan kepada Panwaslih Provinsi Aceh karena
pemohon merasa keberatan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh

termohon yaitu KIP Aceh, keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh Mengacu

14 Bakhrul Amal, Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu
Yang Diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli
2019, him. 307.

> Ahmad Sutisna, Politik Suatu Pesta Rakyat, Bandung: Sentosa, 2013, him 301.

' 1bid. him. 308.



kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun 2018 yaitu
pasal 60 ayat (1) huruf j dan g, yang berbunyi :

(1) Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan
Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual
terhadap anak, atau korupsi;*’

Akan tetapi menurut pemohon hal ini telah bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu tentang pemilihan umum sehingga tidak bisa
diterapkan. Setelah Panwaslih Aceh menerima gugatan pemohon dan kemudian
dilakukan persidangan adjudikasi dan Panwaslih mengeluarkan putusan yaitu
mengabulkan permohonan dari pemohon yaitu Abdullah Puteh untuk seluruhnya,
membatalkan  berita acara KIP  Aceh  Nomor:  152/.PL.01.4-
BA/11/Prov/V11/2018 tentang hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal
calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD tahun 2019,
menyatakan formulir BB.1-DPD yang dibuat atas nama pemohon sudah
memenuhi syarat, memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan

putusan ini paling lambat 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Selain Abdullah Puteh yang merupakan mantan narapidana korupsi yang
menjadi bakal calon anggota DPD Provinsi aceh, terdapat juga bakal calon DPD
didaerah lain yang merupakan mantan narapidana korupsi. Ada sebanyak tiga
mantan narapidana yang di tetapkan menjadi calon anggota DPD untuk Pemilu
2019, yaitu akni Abdullah Puteh dari Provinsi Aceh, Ririn Rosyana dari Provinsi
Kalimantan Tengah, dan Syahrial Kui Domopou dari Provinsi Sulawesi Utara.
kemudian ada tiga mantan narapidana koruptor yang tidak ditetapkan menjadi
bakal calon DPD yaitu Masyhur Masie Abunawas, La Ode Barlun, dan A Yani
Muluk. Ketiganya berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun ketiga
mantan narapidana tersebut tidak ditetapkan menjadi caleg DPD lantaran

17 peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun 2018



dinyatakan tidak memenuhi syarat pada masa pendaftaran dan tidak mengajukan

gugatan ke Bawaslu.®

Terkait dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti
lebih lanjut dalam bentuk proposal skripsi dengan judul ”Kewenangan
Panwaslih Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum”
(Studi Kasus  Terhadap  Putusan Nomor: 001/PS/Bawaslu-
Prov.Ac/V11/2018).

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh dalam menyelesaikan
sengketa proses pemilihan umum?
2. Mengapa Panwaslih Provinsi Aceh meloloskan bakal calon anggota
DPD yang merupakan mantan narapidana korupsi yang bertentangan
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)?

C. Tujuan Penelitian
Ketika melakukan suatu penelitian, tentu saja memiliki tujuan yang jelas
dan akurat, karena dengan begitu akan menghasilkan tujuan yang ingin dicapai
dari latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah dijelaskankan diatas,
maka berikut ini adalah tujuan dalam penelitian ini:
1. Untuk mengetahui tentang kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh dalam
menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum.
2. Untuk menguraikan mengapa Panwaslih Provinsi Aceh meloloskan
bakal calon anggota DPD yang merupakan mantan narapidana korupsi

yang bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

D. Kajian Pustaka
Dalam penelitian ini ada beberapa kajian yang terdahulu yang penulis

jadikan landasan penelitian lanjutan, berikut ini adalah beberapa k'ajiannya :

" Tim CNNindonesia “Tiga mantan Napi Korupsi Ditetapkan KPU jadi Caleg DPD”
CNNIndonesia, jakarta, Kamis, 20 September 2018.
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1. Penelitian Elmira Yuliana, skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat
Terhadap Mantan Narapidana Koruptor Pada Pemilu Di Aceh Tahun
2019 dalam penelitian ini difokuskan kepada pandangan dari
masyarakat Khusunya masyarakat yang berada di Aceh terhadap mantan
narapidana koruptor yang dapat mencalonkan diri sebagai peserta
pemilu pada tahun 2019. Dalam penelitian ini memakai penelitian
lapangan maka dari itu dalam skripsi ini terdapat fakta-fakta yang
menyangkut dengan perfektif masyarakat Aceh, yang membedakan
penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis lebih ingin
membandingkan antara peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan UU
No 7 Tahun 2017."

2. Penelitian Agus Junaidi, Skripsi yang berjudul “Ke-lkutsertaan Mantan
Narapidana Yang Tampil Dalam Pilkada Di Aceh Ditinjau Menurut
Figh Siyasah” dalam penelitian ini berisi dan menjelaskan tentang
bagaimana seorang mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai
calon peserta Pilkada jika dilihat dari sudut pandang hukum islam/figh
siyasah, hal ini bertujuan apakah boleh seorang mantan narapidana
mencalonkan diri sebagai calon peserta Pilkada?. Jika dilihat melalui
figh siyasah untuk menjadi seorang pemimpin tidak dijelaskan secara
spesifik karena dalam agama islam manusia pasti khilaf yaitu
melakukan perbuatan yang tidak disengaja maka dalam agama islam
membolehkan seseorang mantan narapidana/yang telah dihukum
mencalonkan diri sebagai calon peserta Pilkada. Yang membedakan
dengan penelitian penulis adalah dari segi peninjauan objek
penelitiannya yang mana pada penelitian penulis lebih ingin meninjau

perbedaan keputusan antara KIP dan Panwaslih Aceh.?

% Elmira Yuliana, “Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Koruptor
Pada Pemilu Di Aceh Tahun 20197, Skripsi UIN Ar-Raniry, 2019.

2 Agus Junaidi, “Kelkutsertaan Mantan Narapidana Yang Tampil Dalam Pilkada Di
Aceh Ditinjau Menurut Figh Siyasah” Skripsi UIN Ar-Raniry, 2019.
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3. Bakhrul Amal, jurnal yang berjudul “Kewenangan Mengadili Oleh
Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum ” hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa
dalam sengketa administrasi pemilu bawaslu berkewenangan menerima,
memeriksa, mengkaji dan memutuskan sengketa tersebut dan yang
menjadi objek kewenangan Bawaslu tersebut adalah keputusan yang
dikeluarkan olen KPU oleh karena itu Bawaslu dalam melakukan
penyelesaian sengketa proses pemilihan umum memeiliki kewenangan
seperti yang ada diatas maka tidak diperkenankan untuk melakukan hal
lain selain kewenangan tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang
ingin penulis teliti adalah dalam penelitian Bakhrul Amal membicarakan
bagaimana Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan
umum sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada membadingkan

dua peraturan yang ada tentang penyelenggaraan Pemilu.?

E. Penjelasan Istilah
Penjelasan istilah ~ bertujuan  untuk ~ menghindari  terjadinya
kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian
ini, supaya memudahkan pembaca untuk memahami penjelasan dari istilah
tersebut. Maka berikut ini penjelasan tentang istilah-istilah yang perlu dijelaskan
dalam judul penelitian sebagai berikut:
1. Kewenangan
Kewenangan adalah suatu hal yang sering disebut sebagai kekuasaan
formal, kekuasaan ini berasal dari kekuasaan eksekutif administrative dan

dari kekuasaan legislate (yang diberikan oleh Undang-Undang). Kemudian

2 Bakhrul Amal, Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu
Yang Diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli
20109.
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kewenangan juga merupakan kekuasaan dalam suatu bidang
pemerintahan.?
2. Panwaslih Aceh

Panwaslih Aceh atau Panitia Pengawas Pemilihan Aceh ialah suatu
instansi yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan
umum pada tingkat provinsi.*®
3. Sengketa Proses Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa sengketa Proses Pemilihan
Umum ialah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan dari

KPU dan sengketa antar peserta pemilu.?*

F. Metode Penelitian
Metode Penelitian Hukum adalah serangkaian proses kegiatan ilmiah
yang dilakukan untuk memahami permasalahan yang terjadi terutama dibidang
hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi dan menyimpulkan untuk
mengatasi permasalahan hukum tersebut.® Metode yang digunakan didalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, atau
penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian perpustakaan dan akan
mengkaji tentang studi dokumen dengan menggunakan data skunder yaitu
perundang-undangan, teori hukum, keputusan pengadilan dan juga pendapat

para ahli hukum.

22 prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm
78.

23 pasal 1 angka 12 Qanun Nomor 7 Tahun 2006.

 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan
Umum.

» Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai
Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, him.
23.
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Dalam penelitian yuridis normatif memiliki cakupan yang luas, sehingga
hukum terlulis akan dikaji dengan menggunakan berbagai aspek dan teori,
filosofis, struktur, perbandingan, konsisten, penjelasan pada tiap pasal dan
penjelasan umum, formalitas dan kekuatan hukum yang terikat dengan suatu
Undang-Undang. Maka dapat disimpulkan bahwa inilah yang dimaksud

dengan penelitian hukum normatif memiliki jangkauan yang luas.?

2. Pendekatan Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan ini, pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statue approach). Pendekatan
ini merupakan suatu pendekatan yang dilihat pada hukum dan berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan kasus yang dilihat dalam
penelitian, karena yang ingin penulis teliti adalah produk hukum yang
merupakan fokus utama dalam penelitian ini.

Pendekatan berdasarkan perundang-undangan dilakukan sebagai upaya
untuk mengetahui bagaimana proses dan kewenangan Panwaslih dalam
menyelesaikan sengketa proses penyelenggaraan pemilihan  umum.
Sedangkan pendekatan berdasarkan kasus dilakukan untuk menelaah dan
mengkaji permasalahan yang ada didalam sengketa proses penyelenggaraan
pemilihan umum yang dilakukan oleh Panwaslih Aceh terhadap sengketa
Abdullah Puteh sebagai mantan narapidana yang akan menjadi bakal calon
anggota DPD dengan KIP Aceh pada tahun 2018.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan informasi

mengenai data yang ingin diteliti yang didasarkan kepada sumbernya, yang

diperoleh dari:

%8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1998, him.10.
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a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan
hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya
mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri
peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah
dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan
hakim.?” Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer
sebagai berikut:
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945;
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.
3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun 2018
4) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
5) Qanun Nomor 6 Tahun 2016. Tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum Dan Pemilihan Di Aceh

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh
peneliti dari data/informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan
oleh peneliti untuk melengkapi data-data dalam penelitian yang diteliti,
seperti peraturan perundang-undangan, artikel, laporan penelitian,
jurnal, makalah dan buku-buku yang dapat digunakan sebagali
data/informasi dalam meneliti. Dalam skripsi ini penulis menggunakan
bahan hukum primer sebagai berikut:
1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan
sebagai bahan hukum primer;
2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik

penulisan;

" Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2003), him.67.
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3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
4) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
5) Artikel atau tulisan para ahli;

6) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan dilakukan melalui penelitian
dokumen. Hal ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana peneliti
memperoleh data primer maupun data sekunder, yaitu dengan melalui cara
mempelajari teori-teori, buku-buku, peraturan perundang-undangan, tulisan-
tulisan yang berhubungan dengan dengan penelitian ini. Adapun teknik
dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan
studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan
dengan judul yang penulis ingin teliti yang berbentuk dokumen. Tehnik
pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan
perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan
Putusan Putusan Panwaslih Aceh No: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VI11/2018.

Tentang sengketa administrasi Pemilu.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan disusun dalam empat bab,
agar menghasilkan pembahasan yang jelas dan sistematis, maka secara umum
ditulis sebagai berikut:

Bab | merupakan pendahuluan yang menjelaskan dan menguraikan
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian
pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penilisan.

Bab Il merupakan landasan teori yang dimana bab ini akan menjelaskan
tentang Demokrasi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak

pada tahun 2019 di Provinsi Aceh khususnya bagaimana tugas dan wewenang
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Panwaslih dalam hal peran yang diberikan yaitu dalam menyelesaikan sengketa
proses Pemilihan Umum.

Bab 111 merupakan isi dari penelitian ini, yang dimana akan membahas
Bagaimana kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh dalam menyelesaikan
sengketa proses pemilihan umum serta faktor apakah yang menyebabkan
Panwaslih Provinsi Aceh meloloskan bakal calon anggota DPD yang merupakan
mantan narapidana korupsi yang bertentangan dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU).

Bab VI merupakan bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang
berisi kesimpulan yaitu dari hasil penelitian yang dicapai, jawaban atas pokok

masalah yang dipaparkan pada bab pertama serta saran-saran.



BAB DUA
LANDASAN TEORI

A. Teori Kewenangan
1. Pengertian Kewenangan

Teori kewenangan merupakan landasan atau dasar teoritik didalam
penelitian ini, karena kewenangan Panwaslih dalam memutus sebuah
sengketa tidak terlepas dari teori kewenangan yang didalamnya terdapat
ajaran tentang sumber dan jenis kewenangan. Ada dua jenis kewenangan
yaitu kewenangan bebas dan kewenangan terikat sedangkan sumber-sumber
dari kewenangan antara lain: delegasi, atribusi dan mandat.

Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan
perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik
didalam hubungan hukum publik.?® Didalam Konsep Hukum Tata Negara,
kewenangan atau wewenang dijelaskan sebagai “rechtsmacht” (kekuasaan
hukum) namun didalam hukum publik, wewenang itu berkaitan dengan
kekuasaan.”® Di Indonesia konsep wewenang selalu ditafsirkan atau dimaknai
dengan konsep hukum publik karenanya wewenang selalu dikaitkan dengan
penggunaan kekuasaan. Oleh karena itu, Prajudi Atmosudirjo menyatakan
bahwa “wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di
dalam lingkup hukum publik, sedangkan kekuasaan yang bertugas
melakukan tindakan didalam lingkup hukum privat disebut juga hak.”*°

Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum biasa disebut juga dengan
weweang legal atau rasional, yaitu wewenang yang berdasar pada suatu
sistem hukum yang juga dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang dipatuhi

% Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2008. him
110.

2 philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII,
September-Desember, 1997, him.1

%0 Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta,
1998. him.76

16
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serta diakui oleh masyarakat yang juga diperkuat oleh negara.*® Kewenangan
yang sering disebut juga sebagai kekuasaan formal, yaitu kekuassan yang
berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan juga
legislatif dari kekuasaan administative atau eksekutif.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum
tidak sama dengan kekuasaan (match). Kekuasaan hanya menggambarkan
hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus
berarti hak dan kewajiban (rechten en plichen). Didalam kaitan dengan
otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur
sendiri  (zelfregelen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti
kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.
Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu
tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan seperti yang
dikemukakan diatas, oleh karena itu didalam perjalanannya kewenangan
harus dilandasi oleh konstitusi yang berlaku sehingga menjadikan
kewenangan tersebut menjadi kewenangan yang sah. Kemudian pejabat
dalam mengeluarkan keputusan didukung dengan sumber-sumber
kewenangan tersebut. Wewenang yang dimiliki pejabat (institusi)
pemerintahan terbagi menjadi® :

a) Kewenangan orisinil atau yang bersifat atributif, merupakan
kewenangan yang bersifat permanen atau tetap ada, selama konstitusi
mengaturnya. Atau wewenang yang melekat pada suatu jabatan.
Dengan kata lain atributif ini menunjuk pada kewenangan asli dasar
undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

b) Kewenangan non orisinil atau yang berifat non atributif adalah

kewenangan yang didapatkan karena dilimpahkan wewenang dari

® A Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan
Masyarakat Indonesia, Kanisius, Jogjakarta, 1990, him. 52.

* Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta,
2010, him. 102.
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pejabat atau aparat yang lain. Pelimpahan wewenang ini bermaksud
untuk menunjang ketertiban dan kelancaran alur komunikasi yang
bertanggug jawab, kemudian kewenangan ini tidak di tentukan secara
khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indroharto menyatakan bahwa wewenang dapat diperoleh secara
delegasi, atribus, dan mandat. Kewenangan delegasi dan mandat ialah
kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu
organ pemerintahan ke organ pemerintahan lainnya, sedangkan kewenangan
atribusi biasanya diberikan melalui pembagian kekuasaan oleh UUD.

2. Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar
utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar
dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara
hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem konstitunental.
Philipus M. hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui
tiga sumber yaitu ; atribusi, delegasi dan mandate. Kewenangan atribusi
lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-
undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang
berasal dari pelimpahan.®

Dengan demikian Atribusi, delegasi dan mandat merupakan bentuk dari
sebuah kewenangan institusi (organ) pemerintah yang juga ditegaskan oleh
hukum positif untuk mengatur dan mempertahankanya, oleh karena itu tanpa
adanya kewenaangan tidak akan mungkin dikeluarkan suatu keputusan

yuridis yang sah atau benar.>*

% Philipus m. Hadjon, Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, him.
112.

* F.AM Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan
Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2006, him. 209.
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3. Perbedaan Atribusi, Mandat, dan Delegasi

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, wewenang
mengandung arti hak dan kewajiban, yaitu hak yang berisi kebebasan untuk
melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang
pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh
melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.®

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh
suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan
dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan
membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan
olen UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah.
Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas
prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu
wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi
wewenang pemerintahan dibedakan: original legislator, dalam hal ini di
tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar dan
DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang.
Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan
melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang
menghasilkan Peraturan Daerah.*®

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada
oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang

pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara

% Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi
Daerah, 2000, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, him. 1-2.

* Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, 2013, Jakarta, PT Raja Grafindo,
him.104.
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lainnya. Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang. '
Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara berbeda
dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut
penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi
Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan,
kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat dan
tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila
wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli
berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu dari redaksi pasal-pasal
tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan
wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan
tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang Yyang
didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang atribusi.*

B. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5
tahun sekali guna memilih wakil-wakil rakyat untuk menjadi kepala
pemerintahan dan anggota legislatif yang dilaksanakan secara langsung, umum,
jujur, bebas, adil dan rahasia yang akan dipilih oleh rakyat untuk menduduki
kursi pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu,
dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pemilihan umum adalah

“sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
Negara Kesaturan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945."*°

%7 Ibid. him. 104-105.

%8 Ibid. him. 109.

% Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan
Umum.
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Menurut Morissan Pemilu merupakan sarana atau cara untuk mengetahui
keinginan dari rakyat mengenai kebijakan dan arah negara ke depan. Setidaknya
ada tiga macam tujuan Pemilu, yang pertama memungkinkan peralihan
pemerintahan yang dilakukan secara aman dan tertib, yang kedua ialah untuk
melaksanakan kedaulatan rakyat, dan yang ketiga yaitu untuk menjalankan hak
asasi warga negara.*’.

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu unsur terpenting
dalam negara demokrasi termasuk Indonesia karena itu Pemilu dianggap sebagai
tujuan dari Demokrasi, Bahkan tidak sedikit negara yang menggunakan pemilu
sebagai klaim bahwa negara tersebut telah manjalankan demokrasi atas sistem
politik yang dijalankannya.** Pemilihan Umum memiliki empat tujuan yaitu: a)
untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara
damai dan tertib; b) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pemimpin yang
akan mewakili kepentingan rakyat; c) untuk melaksankan prinsip kedaulatan
rakyat; d) untuk melaksanakan prinsip hal-hak asasi warga negara.** Negara-
negara modern saat ini menggunakan demokrasi tidak langsung dikarenakan
begitu besar dan luasnya jumlah penduduk. Oleh sebab itu, pemilihan umum
dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang kemudian menjalankan
pemerintahan.*?

Pelaksanaan Pemilihan Umum dirancang untuk melaksanakan negara
yang demokrasi yang menggantikan sistem sebelumnya yaitu pengangkatan
yang berbentuk Monarki yang dinilai akan menimbulkan pemimpin yang

otoriter.* Dalam perjalanannya pelaksanaan demokrasi melalui sistem pemilu

%0 Morissan, Hukum RI era Reformasi, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, him 17.

** Nuruddin Hady, Teori Konstitusi & Negara Demokrasi, Setara Press, Malang, 2010,
him. 172.

*2 Jimly Asshiddigie, Pengantar 1lmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali
Pers, 2016, him. 418.

* Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999,
him. 220.

* Muhadam Labolo, Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di
Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, him 46.
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juga mempunyai kelemahan-kelemahan, namun pemilu setidaknya akan
mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang
amanah untuk mensejahtrakan rakyat, apabila tujuan utama tersebut
terealisasikan dengan sebaik mungkin maka negara dalam menerapkan
demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.*

Secara keseluruhan sistem pemilu memiliki dua prinsip pokok pemilihan
umum yaitu sistem Distrik dan sistem pemilihan proposional, sistem distrik
merupakan suatu sistem pemilihan umum yang kemudian wilayah suatu negara
yang menyelenggarakan pemilihan untuk memilih wakil di parlemen, kemudian
dibagi kedalam distrik-distrik pemilihan yang jumlah di parlemen sama dengan
kursi yang tersedia, dan di setiap distrik memilih hanya satu wakil yang akan
duduk di parlemen dari beberapa calon dari distrik tesebut.*® Sistem pemilihan
proposional dalam sistem ini sering dibentuk dengan dapil yang kemudian
peraih suara terbanyak dari dapil tersebut harus lebih dari satu orang, atau
dengan kata lain sistem ini merupakan sistem yang mana kursi tersedia di
parlemen pusat yang akan di perebutkan di suatu pemilihan umum, yang
selanjutnya akan dibagikan kepada partai-partai pilitik yang ikut serta dalam
pemilihan tersebut sesuai dengan raihan suara yang didapatkanya dalam
pemilihan tersebut.*’

Pemilihan umum di Indonesia sendiri menggunakan kedua model sistem
diatas yakni untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem
Proposional terbuka yang dimana setiap dapil akan memilih beberapa
perwakilannya guna untuk menentukan siapa yang akan duduk di parlemen
ditetapkan dengan melihat berapa perolehan jumlah kursi untuk setiap partai
politik yang akan menduduki kursi tersebut melalui suara terbanyak. Kemudian

untuk pemilihan anggota DPD menggunakan sistem distrik, yang mana dalam

* Ibid, him 47.

*® Yoyoh Rohaniah Efriza, Pengantar Ilmu Politik, Intrans Publishing, Malang, 2015,
him. 450.

“" 1bid, him 456.
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sistem ini terlebih dahulu menetapkan jatah kursi dari setiap anggota DPD vyaitu
empat kursi di setiap daerah pemilihannya tanpa pertimbangan jumlah dan
wilayah penduduk, sehingga calon merupakan yang memperoleh suara

terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat.*®

C. Sejarah Pemilu

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia telah dilaksanakan sejak
pemilihan umum pertama yaitu pada tahun 1955.%° Pemilihan umum tahun
tersebut merupakan Pemilu pertama yang diselenggarakan secara nasional, yang
dilaksanakaan dua kali untuk memilih anggota konstituante dan anggota DPR.
Pada pemilu pertama tersebut menggunakan sistem proposional. Pada pemilu
tersebut juga dianggap berhasil oleh dunia Inernasional karena berlangsung
dengan sangat demokratis dan lancar dikarenakan tidak adanya pembatasan
terhadap partai-partai dan tidak ada intervensi pemerintah terhadap partai-partai
tersebut.”

Setelah Pemilihan umum pertama pada tahun 1955, Indonesia kembali
melaksanakan pemilu pada tahun 1971 yaitu pada masa ini rezim orde baru yang
berkuasa, pada tahun ini pemilu terlaksana namun tidak berjalan seperti pemilu
sebelumnya, pemilu pada masa orde baru ini sebaliknya tidak berjalan
demokratis dilaksanakan tidak jujur dan adil, kontestan tidak memiliki
keseimbangan kemudian hasil pemilu yang tidak mencerminkan kedaulatan
rakyat, dan pelaksanaan pemilu seperti ini berlanjut pada tahun 1971, 1977,
1982, 1992 dan 1997. Pada masa ini partai Golkar sangat mendominasi yang

membuat sistem kepartaian menjadi sistem kepartaian hegemonik.>* Pada

8 Zuhad Aji Firmantoro, Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif, The
Phinisi Press, Yogyakarta, 2017, him. 44-45,

* Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang,
2017, hlm. 158.

*® Yusa Djuyandi, Pengantar llmu Politik, Ctk. Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2017,
him. 175.

*! Sirajudin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press,

Malang, 2015, him. 313.
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penyelenggaraan pemilu masa orde baru ini hanya diikuti oleh 3 partai politik
yaitu Pertai Demokrasi Indonesia (PDI), Golongan karya (Golkar) dan Partai
Persatuan Pembangunan. Hal tersebut bentuk dari penyederhanaan jumlah partai
yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR berdasarkan UU No. 3 Tahun
1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Hasil dari disetiap pemilu pada
masa orde baru selalu dimenangkan oleh Golkar sedangkan PDI dan PPP hanya
sebagai pelengkap saja.’” Keadaan inilah yang dikatakan bahwa pemilu pada
masa orde baru merupakan pemilu yang berjalan tidak demokratis dan
pelaksanaannya tidak jujur dan adil.

Setelah rezim orde baru berakhir, pemilihan umum kembali di
laksanakan pada tahun 1999 dengan banyaknya perubahan yang terjadi
contohnya banyak bermunculan partai politik baru yang menjadi peserta pemilu,
dilaksanakannya pemilu untuk lembaga legislatif baru yaitu DPD (Dewan
Perwakilan Daerah), dapat dikatakan pemilu pada tahun 1999 menjadi pemilu
terbaik setelah pemilu tahun 1955. Setelah pemilu pada tahun 1999 sukses
dilaksanakan pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014 dan
2019. Sehingga pada tahun 2004 merupakan pemilu yang pertama kali lembaga
legislatif (DPR, PDP dan DPRD) dan lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil
Presiden) dipilih secara langsung oleh rakyat.*

Pemilihan umum di era reformasi merupakan harapan awal bagi
masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan berkumpul
sehingga pada pemilu pertama banyak diikuti partai politik yang ikut serta.
Pemilu 1999 merupakan desakan dari rakyat untuk mempercepat proses
pelaksanaan dibawah pemerintahan presiden B.J Habibie. Tujuan dari
percepatan pemilu sendiri untuk membentuk pemerintahan yang berwibawa dan

bersih. Kemudian atas desakan tersebut terlaksana pada tanggal 7 Juni 1999,

%2 Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang,
2017, him 162.
> 1bid. him. 163.
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yang pada saat itu 13 bulan masa pemerintahan Habibie. Setelah tahun 1999,
Indonesia kembali melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali yang dilaksanakan
secara langsung hingga terakhir pada tahun 2019. >*

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang menjelaskan bagaimana
sejarah pemilihan umum di Indonesia dari awal hingga pemilu yang sekarang ini
dalam perjalanannya terdapat banyaknya dinamika dan gejolak potitik yang
terjadi dari masa kemerdekaan hingga di era reformasi. Yang menjadikan
bangsa Indonesia bisa belajar dari setiap kejadian atau masa yang terjadi demi
terwujudnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera disegala bidang,

termasuk bidang politik

D. Penyelesaian Sengketa Pemilu
Sengketa Pemilu adalah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan pemilu, sengketa pemilu dibagi menjadi dua yaitu sengketa
administrasi pemilu dan sengketa perselisihan hasil perolehan suara, perselisihan
hasil perolehan suara yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah
Konstitusi (MK). Dan yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi
atau proses pemilu adalah Bawaslu dan PTUN.
1. Sengketa Administrasi Pemilu
Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikan
sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan
sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan KPU
Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Jadi berdasarkan definisi
tersebut, Nurul Huda membedakan sengketa proses pemilu menjadi dua
kategori:
a. Sengketa pemilu antar peserta pemilu sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

% Ibid. hlm. 170.
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b. Sengketa pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara
pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.>

Sehingga dalam sengketa Administrasi lembaga yang berwenang untuk
memeriksa, menerima dan memutus penyelesaian sengketa ini adalah
Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Sengketa Hasil Pemilu

Perselisihan hasil pemilu yang dimaksud menurut Pasal 473 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah perselisihan
antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil
Pemilu secara nasional. Jadi sengketa proses pemilu adalah sengketa yang
terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan
penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan
sengketa (perselisihan) hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan
Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara
nasional. Untuk sengketa hasil Pemilu lembaga yang berwenang menerima,
memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa ini adalah Mahkamah
Konstitusi.

Topo Santoso berpendapat bahwa sengketa pemilu merupakan kasus
ketidakpuasan para peserta pemilu terhadap keputusan yang di keluarkan oleh
penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka
dapat disimpulkan bahwa sengketa pemilu adalah pelanggaran-pelanggaran
administrasi maupun tentang perolehan hasil suara yang terjadi selama
pelaksanaan pemilu yang kemudian mempengaruhi hasil pemilu tersebut.

Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia yang sudah dilaksanakan lebih
kurang sebelas kali masih banyaknya didapati kecurangan-kecurangan didalam

% Nurul Huda. 2018. Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia. Fokusmedia,
Bandung, him. 274.
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pelaksanaannya, kecurangan itu dilakukan tidak hanya peserta pemilu namun
juga pemerintah terkadang melakukan kecurangan. Kemudian untuk
meminimalisir kecurangan-kecurangan tersebut dibutuhkan pengawasan pemilu
yang bertujuan untuk mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses
penyelenggaraan pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan. *°
Pelaksanaan pengawasan pemilu di Indonesia lahir pada tahun 1999. Pada tahun
tersebut nama pengawas pemilu adalah panwaslak, kemudian pada pemilu 2004
diubah menjadi panwaslu. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2004 panwaslak
diubah kembali menjadi Panwaslu, lalu keberadaanya dipertahankan sampai
tahun 2009, pengawas pemilu kemudian kembali diperkuat setelah panwaslu
diganti menjadi badan pengawas pemilu atau Bawaslu yang diatur dalam UU
No. 22 Tahun 2007.

Bawaslu yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas
melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pemilu tanpa
adanya pengawasan oleh lembaga independen, akan mengurangi prinsip-prinsip
luber dan jurdil dalam pelaksanaan pemilu. bawaslu berkedudukan sebagai
penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, mandiri dan tetap sama halnya
dengan KPU. >’ Dengan adanya keindependensian sangat penting didalam
lembaga pengawas ini yang bertujuan untuk menentukan apakah sebuah pemilu
berjalan luber dan jurdil. Bawaslu dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari
intervensi agar dapat menjalankan tugas pengawasan sebaik mungkin.
Keindependensian lembaga pengawas merupakan salah satu indikator
demokratis atau tidaknya sebuah pemilihan umum.

Pelangaran pemilu dapat diketahui melalui dua jalur yaitu melalui
laporan dan juga temuan. Laporan dugaan pelanggaran biasanya disampaikan
secara tertulis oleh seorang atau lebih yang merupakan warga negara Indonesia
yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, atau peserta pemilu melapor

*® Mohammad Najib, Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan, Bawaslu Provinsi
DI1Y, Yogyakarta, 2014, him.9.
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langsung kepada pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran
pemilu. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawas pemilu, yang
didapat secara langsung maupun tidak langsung yang berupa informasi dan data
tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan umum.>® Temuan ataupun
laporan yang didapatkan oleh Bawaslu yang memenuhi syarat kemudian akan
ditindak lanjuti melalui proses kajian yang paling lama lima hari. Kemudian jika
dibutuhkan, Bawaslu berkewenangan untuk mengundang para pihak terkait
untuk dimintai keterangan atau klarifikasi.

Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu dianggap sangat penting
keberadaannya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu setiap adanya perubahan
terhadap Undang-undang pemilu, peraturan yang menayngkut dengan Bawaslu
juga terjadi perubahan. Perubahan itu bertujuan untuk memperkuat keberadaan
Bawaslu yang merupakan lembaga pengawas pemilihan umum. Hal ini bisa
dilihat pada saat lahirnya UU No.15 Tahun 2011 yang menggantikan UU No.22
Tahun 2007. Perubahan penting terlihat pada tugas dan kewenangan Bawaslu
yang terletak pada wewenang penyelesaian sengketa Pemilihan umum yang
sempat di hapus dalam UU No.22 Tahun 2007, kemudian dikembalikan lagi
dalam Pasal 259 UU No. 8 Tahun 2012 yang megatur bahwa keputusan Bawaslu
dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum bersifat “final and binding”.®°
Kemudian tujuan di kembalikannya kewenangan bawaslu tersebut ternyata
belum dilaksanakan seefektif mungkin. Masih banyak masalah-masalah yang
terjadi seperti ketika sengketa pemilu di ajukan, Bawaslu nampak seperti belum
siap dalam menyiapkan peraturan teknisnnya. Begitu juga terhadap pengawasan
pun belum maksimal, dan Bawaslu terkesan ada keragu-raguan dalam menindak

pelanggaran pemilu yang menjadikan masalah bagi anggota Bawaslu.

*8 Zuhad Aji Firmantoro, Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif, The
Phinisi Press, Yogyakarta, 2017, him. 144,

> Ipid, him. 116.

%0 Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia
Pasca Reformasi, Jakarta, Kencana, 2017. him.119.
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Fakta-fakta yang dijelaskan diatas tentu menjadi perhatian terhadap
kinerja dari Bawaslu sendiri perihal tidak maksimalnya Bawaslu dalam
menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya yang selalu menjadi sorotan
setiap berakhirnya pemilu, meskipun peraturan mengenai pemilu selalu ada
perubahan setiap menjelang tahun pemilu yang bertujuan menguatkan
kedudukan Bawaslu namun perubahan tersebut belum terlalu terlihat hingga
sekarang. Perubahan peraturan tentang pemilu tersebut diperlukan untuk
memperoleh tentang gambaran komprehensif tentang posisi, organisai dan
fungsi lembaga tersebut.®* Seperti yang kita ketahui terakhir undang-undang
tentang pemilu yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Undang-undang tersebut terbentuk karena adanya usulan perubahan terhadap
tugas dan kewenangan Bawaslu untuk pemilu 2019. Melalui pembahasan di

DPR, dan lahirlah undang-undang tersebut.

% Didik Supriyanto, Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi dan
Fungsi dalam Pemilu 2014, dalam http://www.rumahpemilu.org/read/807/Penguatan-
BawasluOptimalisasi-Posisi-Organisasi-dan-Fungsi-dalam-Pemilu-2014, tanggal 3 Maret
2022
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BAB TIGA
PEMBAHASAN

A. Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa
Proses Pemilihan Umum

Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslih merupakan lembaga pengawas
pemilu di Aceh yang dibentuk oleh Bawaslu pusat yang memiliki tugas untuk
mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh. Keberadaan
Panwaslih di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan ‘Umum, sedangkan untuk teknis pelaksanaanya diatur dalam
Peraturan Bawaslu. Panwaslih Aceh dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu
beranggotakan 5 (lima) orang yang langsung dilantik oleh Bawaslu pusat.
Kelima anggota Panwaslih Aceh tersebut berstatus permanen bukan sementara
atau adhoc, dan bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden di Aceh. Adapun nama kelima anggota
Panwaslih Aceh yang dilantik langsung oleh Bawaslu pusat untuk priode 2018-
2023 adalah, Zuraidah Alwi, Nyak Arif Fadillahsyah, Faizah, Fahrul Rizha
Yusuf, dan Marini.®

Kewenangan Bawaslu Pusat dalam membentuk Panwaslih Provinsi Aceh
ini berdasarkan kententuan yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 95 huruf i yang berbunyi
“Bawaslu berwenang untuk membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN.” sedangkan penetapan lima orang anggota
Panwaslihu Provinsi diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum Pasal 92 ayat (2) huruf b yang berbunyi “Jumlah

anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang.”®

®2 Masrizal Bin Zairi “Bawaslu Lantik Anggota Panwaslu Aceh, Ini Orangnya”
Serambi Indonesia, Banda Aceh, Sabtu, 14 April 2018.
® Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan
Umum
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Dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, yang dimaksud sengketa adalah sengketa yang terjadi antara
peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu maupun sengketa yang terjadi
antar peserta Pemilu akibat dari dikeluarkannya keputusan dari KPU. Kemudian
penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilihan Umum di Bawaslu juga
diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Didalam peraturan tersebut
dijelaskan tata cara maupun mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum
di Bawaslu. Pasal 2 dalam Peraturan Bawaslu a quo juga dijelaskan tentang
ruang lingkup, prinsip dan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa
penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan Pemilihan
Umum berpedoman pada prinsip adil, jujur, mandiri, tertib, kepastian hukum,
keterbukaan, profesional, efesien, akuntabel, integritas dan efektif. *
Penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilu di awali dengan cara mediasi
berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya, tetapi apabila dengan cara mediasi
tidak mencapai kesepakatan atau belum berhasil maka, dilanjutkan dengan cara
adjudikasi. Pasal 4 dalam peraturan Bawaslu menjelaskan objek sengketa
meliputi perbedaan mengenai penafsiran mengenai suatu masalah kegiatan,
adanya keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda antar peserta pemilu
atau Keputusan KPU. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk
menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh keputusan dari
KPU.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut dilakukan dengan tahapan-
tahapan yang telah dijelaskan dalam pasal 5 yaitu sebagai berikut; (1) menerima
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, (2) melakukan verifikasi
formal dan verifikasi materiil permohonan, (3) melakukan mediasi antar pihak

% Bawaslu, Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum
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yang bersengketa, (4) melakukan Adjudikasi sengketa proses Pemilu dan (5)
memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tenggat waktu dalam
menyelesaikan sengketa tersebut paling lama 12 hari sejak diterimanya sengketa
tersebut sesuai di pasal 6.

Pada Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, pasal 7 dijelaskan bahwa
pemohon sengketa proses Pemilu meliputi:®

a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri
sebagai Peserta Pemilu di KPU;

b. Partai Politik Peserta Pemilu;

c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar
calon sementara;

d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;

e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

f. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada
KPU;

g. calon anggota DPD;

h. bakal Pasangan Calon; dan

I. Pasangan Calon.

Kemudian pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
proses pemilihan umum sampai tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu,
penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan pasangan calon dan
penetapan daftar calon anggota DPD, yang menjadi termohon merupakan KPU.
Pasal 10 menjelaskan bahwa termohon maupun pemohon dapat diwakili atau
didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa dalam mengajukan
permohonan. Dalam persidangan di Bawaslu pihak termohon atau pemohon
dapat menghadirkan lembaga non pemerintah maupun pemerintah untuk
dimintai keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa proses
pemilihan umum sehingga keterangan yang diberikan oleh pihak yang
bersangkutan akan dijadikan kebutuhan Bawaslu dalam memutuskan sengketa

proses pemilu.

8 pasal 7, Ibid
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Permohonan sengketa dapat diajukan langsung kepada Bawaslu,
permohonan tersebut diajukan paling lama 3 hari sejak tanggal dikeluarkannya
keputusan KPU. Selanjutnya permohonan yang diterima akan dicatat dan
diproses oleh petugas penerima permohonan untuk mengumpulkan kelengkapan
dokumen/berkas administrasi.

Proses selanjutnya dilakukannya tahapan Mediasi yaitu suatu tahapan
proses penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu. Bawaslu akan memanggil
para pihak yang telah terdaftar yang dinyatakan memenuhi syarat materil
maupun formil permohonan sengketa. Jika pemohon tidak menghadiri mediasi
setelah 2 (dua) kali pemanggilan, permohonan tersebut dinyatakan gugur, dan
apabila termohon yang tidak menghadiri mediasi setelah 2 (dua) Kkali
pemanggilan maka mediasi dinyatakan tidak mencapai kesepakatan. Dalam
sidang mediasi, Bawaslu sendiri merupakan mediator dan pelaksanaan mediasi
maksimal dilaksanakan 2 (dua) hari yang dilaksanakan secara tertutup. Jika
dalam mediasi tidak mencapai kesepakatan maka Bawaslu akan mengeluarkan
Berita Acara bahwa Mediasi tidak tercapai kesepakatan agar Bawaslu dapat
melanjutkan tahap selanjutnya vyaitu tahapan adjudikasi dalam proses
penyelesaian sengketa.®®

Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa Pemilu,
menurut Andreas Soeroso dalam bukunya menyebutkan bahwa adjudikasi dalam
sosiologi adalah suatu proses persidangan yang bertujuan untuk mencapai
kesepakatan melalui jalur peradilan yang terjadi apabila ada dua pihak yang
silang pendapat dimana masing-masing pihak tersebut menggangap dialah yang
paling benar, kesepakatan ini dapat ditempuh melalui lembaga peradilan yang

kemudian akan diputusakan dengan berbagai alasan dan bukti tertentu yang

% pasal 21, Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum.
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sesuai dengan peraturan yang berlaku.®” Dalam proses Adjudikasi Bawaslu akan

membentuk majelis Adjudikasi yang terdiri dari 3 (tiga) anggota Bawaslu,

dimana 1

sebagai a

(satu) orang anggota merupakan ketua majelis dan 2 (dua) lainnya

nggota sidang adjudikasi. Proses persidangan adjudikasi memiliki

tahapan-tahapan sebagai berikut:®®

a
b
c
d
e
f.

. penyampaian pokok Permohonan Pemohon;
. jawaban Termohon;
. tanggapan pihak terkait;
. pembuktian;
. kesimpulan para pihak; dan
putusan

Adapun tahapan dalam pelaksanaan sidang Adjudikasi yang dijelaskan

dalam pasal 34 Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara

Penyelesa

a.

ian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut:®°

pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Pemohon
untuk membacakan isi Permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu;

pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Termohon
untuk mengajukan dan membacakan Jawaban Termohon atas
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan
Pemohon;

dalam hal terdapat pihak terkait, majelis sidang memberikan
kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan
atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang
diajukan Pemohon;

setelah penyampaian Permohonan dan Jawaban Termohon,
pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak
untuk menyampaikan bukii;

para pihak dapat mengajukan Saksi dan Ahli dalam proses
Adjudikasi setelah mendapat persetujuan majelis sidang;

Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlebih dahulu diambil
sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum dilakukan
pemeriksaan;

7 Andreas Soeroso, Sosiologi 1, Yudhistira, Jakarta, 2008.

%8 pasal 33, Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum.

% pasal 34, Ibid
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g. Majelis sidang dapat menghadirkan lembaga pemberi keterangan
terkait dengan objek yang disengketakan berdasarkan pertimbangan
majelis sidang;

h. dalam hal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah
dilakukan, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada
para pihak untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa
kesimpulan yang dirumuskan secara tertulis;

i. setelah para pihak menyampaikan kesimpulan sebagaimana
dimaksud dalam huruf h, majelis sidang memutuskan penyelesaian
sengketa proses Pemilu; dan

J. putusan majelis sidang dituangkan dalam putusan penyelesaian
sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
Bawaslu Kabupaten/Kota.

Apabila setelah 2 kali pemanggilan pemohon dan/atau kuasanya tidak
menghadiri sidang adjudikasi maka, majelis adjudikasi membuat putusan
permohonan gugur, dan apabila termohon yang tidak menghadiri sidang
adjudikasi setelah 2 kali dilakukan pemanggilan, proses adjudikasi akan tetap
dilanjutkan untuk membuat putusan. Putusan yang dikeluarkan Bawaslu bersifat
mengikat dan final, kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan
dengan: (1) verifikasi Partai Politik Pemilu, (2) penetapan DCT anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta (3) penetapan Pasangan
Calon.

Selain peraturan yang terdapat didalam Peraturan Bawaslu seperti yang
dijelaskan sebelumnya, Bawaslu dalam menanggani sebuah perkara memiliki
prinsip atau bertindak secara pasif (stesel pasif), penanganan perkara yang
dilakukan oleh Bawaslu merupakan perkara yang dihadirkan kepadanya.
Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan ganda, atau doubel power
yaitu pengawasan dan quasi peradilan, Bawaslu juga melakukan penilaian
sebelum memutuskan suatu sengketa dengan terlebih dahulu melakukan
pertimbangan yaitu mempertimbangkan (posita) dan melihat permohonan
putusan penggugat (petitum). Selama perkara tersebut tidak menyalahi aturan
kewenangan, baik absolute maupun relative maka Bawaslu harus

menindaklanjuti perkara tersebut.
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Melihat dari ketentuan dan regulasi di atas, Panwaslih Provinsi Aceh

memiliki wewenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh mantan

narapidana korusi, dalam hal ini Abdulah Puteh. Permohonan tersebut berkaitan

dengan munculnya penetapan berita acara KIP Provinsi Aceh pada tanggal 20

Juli 2018 yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon

anggota DPD Provinsi Aceh karena tidak memenubhi syarat yang ditentukan oleh

PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Syarat tersebut terdapat

dalam pasal 60 ayat (1) huruf g dan j perihal larangan mantan terpidana menjadi

calon anggota DPD, apabila terjerat kasus narkoba, kejahatan seksual anak dan

korupsi.

B. Pertimbangan Panwaslih Aceh meloloskan bakal calon anggota DPD

mantan narapidana korupsi yang bertentangan dengan PKPU
1. Larangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota DPD
Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

KPU diberikan kewenangan dan tugas atributif untuk menyusun dan
menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu Sebagaimana
ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum yang berbunyi: “Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu
bertujuan untuk: Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas”.
Kewenangan atribusi yang diberikan kepada KPU juga diatur dalam pasal
75 yang berbunyi: “Untuk menyelenggarakan pemilu KPU membentuk
Peraturan KPU dan Keputusan KPU”. Dengan dibentuknya PKPU maka,
KPU telah menjalankan perintah Undang-Undang.

Sehubungan dengan alasan dasar KPU membuat larangan mantan
narapidana Korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif dapat
disandingkan dengan Teori Kewenangan dan teori Atribusi dalam
pembentukan Peraturan perundang-undangan, yaitu pemberian kewenangan

dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh
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Grondwet (Undang-Undang Dasar) atau wet (Undang-Undang) kepada
suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus-
menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu yang
diperlukan dan sesuai dengan batas-batas yang diberikan.”® Dengan adanya
teori Kewenangan Atribusi dapat disimpulkan bahwa KPU dalam
membentuk Peraturan KPU telah menjalankan kewenangannya, Vyaitu
kewenangan atribusi yang diberikan atau diamanatkan oleh Undang-
Undang secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum. Teori ini telah menguatkan dasar alasan KPU membuat
Peraturan pemilu, yaitu KPU diberikan kewenangan untuk membentuk
peraturan dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum. Kewenangan ini
dapat dilakukan secara berkelanjutan setiap waktu diperlukan, tetapi harus
memperhatikan batas yang diberikan oleh undang-undang.

Adapun salah satu pasal yang melarang mantan Narapidana Korupsi
untuk mendaftar menjadi calon anggota legislatif dalam Peraturan KPU
tersebut, didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, KPU
menjelaskan bahwa filosofi sehubungan larangan tersebut bahwa korupsi,
kolusi dan nepostisme telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan
negara dari dulu hingga sekarang. Semangat inilah yang diusung oleh KPU
dalam menerbitkan aturan untuk melarang mantan narapidana korupsi
menjadi calon anggota legislative serta adanya keinginan untuk
mewujudkan negara yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal
itu diwujudkan dengan menyeleksi secara rekam jejak untuk melihat apakah
layak menjadi penyelenggara negara ataupun wakil rakyat.

Landasan sosiologis yang coba dibangun adalah adanya banyak
catatan buruk yang terbangun sehubungan dengan korupsi, kolusi dan
nepotisme di tubuh lembaga perwakilan rakyat baik itu dipusat maupun

didaerah. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme

" Maria Farida Indrati, llmu Perundang-Undangan, (Jakarta: Kanisius ,2018), him.41.
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telah berakar kuat di kalangan pejabat dan penyelenggara negara dengan
adanya banyak anggota dewan yang terlibat praktik korupsi. Salah satu
pendapat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad
mengatakan bahwa korupsi memiliki kecenderungan pola yang berulang
dan bahkan bermetamorfosa, untuk itu perlu adanya pencegahan dan tidak
mentolerir pejabat yang telah melakukan korupsi untuk kembali memegang
jabatan sebagai pejabat negara maupun wakil rakyat yang secara harfiah
merupakan pelayan bagi rakyat.

Dasar hukum larangan bagi mantan narapidana korupsi menjadi
anggota legislatif adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Kemudian dalam penerapan terhadap aturan perundang-
undangan tersebut KPU dapat menerapkan metode penafsiran yang
dibenarkan dan diperbolehkan dalam suatu analisis aturan hukum. Dalam
metode penafsiran ini meliputi pengertian dalam “mengkhianati negara”,
dimana tindak pidana korupsi (yang ditafsirkan oleh KPU) disamakan
dengan perbuatan mengkhianati negara dan juga merupakan tindakan
pidana berat lainnya. Penafsiran lainnya dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999, angka 7 menjelaskan untuk penyelenggara negara
yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meliputi pejabat negara pada
lembaga tinggi negara yang antara lain saat ini: Presiden dan Wakil
Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut juga berlaku dengan
disamakanya syarat bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus bersih dan
tidak pernah mengkhianati negara berlaku sama bagi calon anggota DPR.
Hal yang ditafsirkan secara jelas bahwa untuk mewujudkan pemilu yang
adil dan berintegritas maka diperlukan larangan tersebut sehingga

masyarakat dapat memilih calon yang “bersih” dalam arti tidak pernah
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dipidana sebagai koruptor. Oleh sebab itu, KPU melindungi hak masyarakat
untuk mendapatkan wakilnya yang bersih dari korupsi dan berintegritas.
KPU dapat dikatakan menggunakan Penafsiran sistematis karena
dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pemilu Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan dalam pasal demi pasal yang
sehubungan dengan larangan mantan narapidana korupsi juga menerapkan
penafsiran grammatikal atau tata bahasa secara terperinci dan jelas. Ketika
menyempurnakan penafsiran tersebut juga dilakukan penafsiran yang
ekstensif dimana adanya pembatasan dalam setiap kata-kata yang
digunakan dalam setiap pasal sehingga dapat menghasilkan penafsiran

(termasuk) untuk melarang mantan narapidana korupsi.”

2. Duduk Sengketa

Sengketa Administrasi yang terjadi antara KIP Aceh dengan
Abdulah Puteh sebagai Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Aceh berawal
dari terbitnya penetapan KIP Aceh berdasarkan Berita Acara Nomor:
152/PL.01.4-BA/Prov/V11/2018 pada tanggal 20 Juli 2018, tentang Hasil
Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Aceh tahun 2019, yang
menyatakan bahwa Abdulah Puteh Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Abdulah Puteh di TMS kan oleh KIP Aceh disebabkan karena
Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon yang berupa Formulir Model
BB.I DPD vyang diserahkan oleh Abdulah Puteh dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS), karena melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf j dan g
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018, yang
mana pasal tersebut berbunyi:

™ Ahmad Sobari, “Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Lelgislatif”. Jurnal Unas.
Fakultas Hukum, Universitas Nasional. Volume 5, Nomor 2, September 2021, him. 669
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(1) “Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon
perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi
persyaratan:

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual
terhadap anak, atau korupsi;”

sehingga timbulah masalah hukum karena Abdullah puteh merasa tidak
mendapatkan  keadilan  sehingga yang  bersangkutan mengajukan
permohonan ke Panwaslih Aceh untuk membatalkan keputusan KIP Aceh
tentang Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/Prov/V11/2018 tentang Hasil
Verifikasi keabsahan dokumen syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Aceh tahun 2019.
Adapun alasan-alasan dari Abdullah puteh dalam hal bertindak
sebagai pemohon yang diajukan kepada Panwaslih Aceh adalah sebagai
berikut:
a. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap keputusan
Komisi Independen Pemilihan Aceh berdasarkan Berita Acara
Nomor  152/PL.O1.4-BA/11/Prov/V11/2018 tentang Hasil
Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon
Perseorangan Peserta Pemilihan Umm Anggota DPD Tahun 2019
tertanggal 20 Juli 2018. Keputusan KIP Aceh tersebut membuat
Pemohon tidak dapat menjadi salah satu calon anggota DPD dan
telah melanggar hak-hak asasi Pemohon sebagai salah satu warga
Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Bahwa walaupun Pemohon merupakan salah satu mantan
narapidana korupsi, namun Pemohon telah menjalani semua
putusan pengadilan dan sudah mengumumkan mengenai hal
tersebut kepada masyarakat melalui media massa,

c. Bahwa terhadap Pasal 60 Ayat (1) huruf g dan j Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 Pemohon telah
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mengajukan permohionan Hak Uji Materill kepada Mahkamah

Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register Perkara

36/PR/V/36P/HUM/2018 (P-8), karena telah bertentangan dengan

Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan mum dan Mahkamah Agung memberikan jawaban

dengan Nomor MA/PANMUD/TUN/V/92/2018 yang

memutuskan untuk menghentikan sementara perkara tersebut
arena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum mash dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah

mengadili perkara tersebut dengan mengabulkan semua

permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga
mengembalikan hak-hak Pemohon untuk dapat menjadi peserta
dalam pemilihan mum tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari KIP Aceh

yang bertindak sebagai Termohon yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Berta Acara Hasil Verfikasi Keabsahan Dokumen
Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan mum
Anggota DPD Tahun 2019 (ModelBAHP-DPD) Nomor
152/PL.01.4-BA/11/Prov/V11/2018 dinyatakan dokumen syarat
Bakal Calon milk Pemohon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS)
adalah:

(1) Salian Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap;

(2) Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang
ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS
atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota

b. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 Pokok Permohonan

Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon adalah manta
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terpidana korupsi, namun telah menjalani semua putusan
pepgadilan dan sudah mengumumkan mengenai hal tersebut
kepada masyarakat melalui media massa, Pasal 60 ayat (1) huruf j
Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Perseorangan Peserta Pemilihan Umm Anggota Dewan
Perwakilan Daerah mengatur bahwa Perseorangan Peserta
Pemilihan umum dapat menjadi bakal calon peseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan
antara lain yang bersangkutan bukan Mantan Terpidana bandar
narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, sehingga
Surat Pemyataan (Formulir Model BB1 DPD) atas nama
Pemohon yang antara lain menyatakan bahwa Pemohon bukanlah
merupakan mantan terpidana korupsi adalah tidak benar;

c. Bahwa alasan-alasan Pemohon adalah tidak dapat diterima
dikarenakan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang sampai
saat ini masih berlaku merupakan salah satu aturan pelaksana dari
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum
dan yang dapat menyatakan Peraturan KPU tersebut bertentangan
dengan undang-undang atau tidak, hanyalah kewenangan
Mahkamah Agung.

Setelah sidang adjudikasi dilaksanakan dengan agenda pembacaan
permohonan dan jawaban dari kedua belah pihak maka adapun fakta-fakta
yang terungkap dalam persidangan berlangsung yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa pada saat Liasion Officer (LO) Pemohon pertama kali
mendaftarkan Pemohon, KIP Aceh tidak memberitahukan kepada
LO tentang Pemohon tidak bisa mendaftar karena manta
terpidana korupsi, namun KIP Aceh baru memberitahukan

Pemohon Tidak Memenuhi Syarat pada sat Verifikasi Keabsahan
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Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota DPD Tahun 2019

b. Bahwa Pemohon telah mempublikasikan dirinya adalah mantan
terpidana korupsi di media massa sebagai salah satu Syarat Bakal
Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umm Anggota DPD
Tahun 2019 sebagaimana yang disampaikan oleh KIP Aceh

c. Bahwa pada saat sosialisasi, KIP Aceh tidak pernah
mensosialisasikan mengenai mantan terpidana korupsi tidak diper
bolehkan untuk mendaftar

d. Bahwa LO telah mengupload semua berkas persyaratan Pemohon
ke SIPPP sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 14
tahun 2018

Majelis adjudikasi yang dibentuk oleh Panwaslih Provinsi Aceh

memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap
persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga
negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini
sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI
Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 280 ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan;

b. Bahwa persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan

persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon;
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c. Bahwa Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum tersebut di atas tidak memberikan pembatasan
terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam
Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Bahwa berkaitan dengan persyaratan
Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
DPD yang tertuang dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan amar
putusan dalam Putusan MK No0.42/PUU-XV111/2015 dan Putusan
MK No0.51/PUU-XI1V2016 yang mana kedua Putusan MK
tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui
Pemilihan Umum dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa
terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah
menyelesaikain masa hukuman selama mengemukakan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
merupakan mantan narapidana

d. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi
manusia bagi selurun WNI. Hak asasi manusia dibagi menjadi
dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia. absolut
atau hak- hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 Ayat (1) UUD NRI 1945.
Kategori kedua yakni hak asasi manusia relative yang merupakan
hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28] UUDNRI
1945

e. Bahwa Putusan MK No0.42/PUU-XI111/2015 juncto Putusan MK
No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan
narapidana berhak mencalonkan dir dalam pemilihan umum
dalarn hal in bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan

rang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara
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terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah rnendapatkan
hukuman pidana.

Amar putusan yang diputuskan oleh majelis adjudikasi setelah

melalukan pertimbangan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seturunnya

b. Membatalkan Berita Acara KIP Ace Nomor: 152/PL.0O1.4-BA/
11/Prov/V11/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen
Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umm
Anggota DPD Tahun 2019

c. Menyatakan Formulir BS.1-DPD yang dibuat atas nama
Pemohon sudah Memenuhi Syarat

d. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh,
untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja

sejak Putusan ini dibacakan

3. Dasar Pertimbangan Panwaslih Aceh Meloloskan Mantan Narapidana
Koruptor yang Bertentangan Dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU)

Panwaslih Provinsi Aceh dalam mempertimbangkan sengketa proses
pemilihan umum, bahwa Penetapan Berita Acara KIP Aceh tersebut
bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) vyaitu terkait dengan hak
setiap manusia didalam proses Pemilu untuk dipilih dan memilih. Disisi lain,
seseorang yang telah menjalani hukuman dianggap telah mengakui segala
kesalahannya dan wajib diterima sebagai manusia yang baru. Panwaslh juga
berupaya melindungi hak warga negara yang diatur dalam Pasal 28 D ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.

Seacara faktual, peran Panwaslih Provinsi Aceh terhadap perkara

Nomor: 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VI11/2018 dalam penyelesaian sengketa



46

antara Abdullah Puteh terhadap KIP Aceh adalah untuk menguji Penetapan
Berita Acara KIP Aceh. Pada tahapan pengujian Penetapan Berita Acara
tersebut Panwaslih Aceh menemukan fakta adanya dua peraturan yang
saling bertentangan dalam Penetapan Berita Acara KIP Aceh. Dalam
hukum acara jika dua peraturan saling bertentangan dikenal dengan sebutan
Antinomi, Antinomi sendiri dapat diartikan sebagai pertentangan antara dua
aturan atau lebih yang pemecahannya harus dicari dengan jalan tafsir. Pada
dasarnya antinomi merupakan dua hal yang berbeda namun saling
melengkapi, oleh karena itu, dalam menghadapi antinomi, Bawaslu dituntut
untuk menciptakan keseimbangan atau keselarasan antara kedua asas
tersebut.

Sebagai seorang majelis adjudikasi di Panwaslih Provinsi Aceh,
pada kapasitasnya ketika mengadili tentunya patuh pada nilai-nilai
peradilan yang independen yaitu tidak bersifat memihak dan bebas dari
segala pengaruh kekuasaan lain. Kebebasan dan ketidakberpihakan
Panwaslih Aceh itu dilakukan dengan melakukan penafsiran atas posisi
antinomi Penetapan Berita Acara KIP Provinsi Aceh tidak sebatas melihat
PKPU. Panwaslih Aceh juga melihat aturan-aturan di atas PKPU, sesuai
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hasil
penafsiran tersebut, Panwaslih Provinsi Aceh memutuskan bahwa Abdullah
Puteh telah Memenuhi Syarat (MS) dan secara otomatis membatalkan
Penetapan Berita Acara KIP Provinsi Aceh. Keputusan yang telah
dikeluarkan oleh Panwaslih Provinsi Aceh tersebut, harus dianggap benar
karena bagian dari produk hakim.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Provinsi Aceh tidak
sepenuhnya bisa dipersalahkan, dilihat dari produk keputusannya telah

mempertimbangkan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan tafsir.
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Tafsir tersebut setidaknya ditinjau dari apabila terjadi konflik antara
undang-undang dengan undang-undang maka harus mengacu pada asas lex
posteriori derogat legi priori (kalau terjadi konflik antara undang-undang
yang lama dengan yang baru, maka yang berlaku adalah undang-undang
yang baru), atau lex superior derogat legi inferiori (kalau terjadi konflik
antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatnya yang

berlaku adalah perundang-undangan yang tertinggi tingkatnya).



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Pada dasarnya kewenangan Panwaslih dalam proses penyelesaian
sengketa Pemilu adalah kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji,
dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilihan umum. Objek dari
kewenangan Panwaslih itu terdiri dari keputusan KIP dimana keputusan
yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau
Berita Acara. Dengan aturan yang dibuat sendiri  oleh
Panwaslih/Bawaslu, yakni Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas
Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,
tidak diperkenankan untuk melakukan hal lain di luar itu.

Di sisi lain ketika ditemukan, baik dari permohonan pihak maupun dari
fakta di persidangan, bahwa Surat Keputusan atau Berita Acara
bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, Panwaslih diberikan
hak atas kewenangan atribusi untuk melakukan tafsir. Kewenangan
melakukan tafsir tersebut tidak lain untuk kepentingan menciptakan
keseimbangan atau keselarasan antara kedua asas atau aturan yang saling
bertentangan tersebut. Tafsir itu juga hanya dapat dilakukan apabila
Bawaslu dapat membuktikan bahwa Surat Keputusan atau Penetapan
Berita Acara itu mengandung unsur adanya pertentangan antar undang-

undang.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, melalui penulisan ini,
maka peneliti membuat rekomendasi sebagai berikut:

1. Disarankan kepada KPU dalam pembentukan peraturan seharusnya
menyesuiakan dengan asas kesesuaian antara Hierarki, jenis, materi dan
muatan peraturan sesuai dengan muatan UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Disarankan kepada KIP dan Panwaslih Aceh untuk haruslah bersinergi
agar pelaksanaan Pemilu khususnya di Provinsi Aceh nantinya benar-
benar berjalan dengan baik sehingga dapat menggapai cita cita pemilu
untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan berpihak kepada

rakyat melalui pemilu.
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Lampiran 3: Putusan Panwaslih Aceh Nomor : 001/PS/Bawaslu-
Prov.Ac/VI11/2018

PANITIA PENGAWAS iEkN‘N
PROVINS! ACEH

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

PUTUSAN
Nomor : 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh memeriksa dan menyelesaikan
sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah mencatat
dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,
permohonan dari:

Nama : Ir. H. Abdullah Puteh;

No. KTP/SIM/Paspor  : 3174090407480002;

Alamat : Jln, Kemang Utara II B, No. 18 Rt/Rw 006/005,
Kelurahan  Bangka, Kecamatan Mampang
Prapatan;

Tempat, Tanggal Lahir : Aceh, 04 - 07 — 1948;

Pekerjaan/Jabatan . Karyawan Swasta;

Sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan
Pemilihan Daerah (DPD) Tahun 2019 Daerah Pemilihan Aceh untuk periode
2019-2024 , yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk
Bakal Calon DPD‘Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019-2024, yang
oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah ditetapkan sebagai Bakal
Calon DPD yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon DPD Berdasarkan
Berita Acara KIP Aceh, Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 bertanggal
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6. Agusni AH, S.E;
7. Akmal Abzal, S.HI;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing
sebagai Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota KIP Aceh, bertindak baik sendiri-
sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Independen
Pemilihan Aceh selanjutnya disebut sebagai
Termohon
dengan nomor permohonan 001/PSPP.02/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018
bertanggal 24 bulan Juli tahun 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas
Pemilihan Provinsi Aceh pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2018 dan dicatat
dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2018 dengan Nomor
001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor
register 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 dengan Permohonan sebagai
berikut :
a. Bahwa pada pokok permohonannya yang diajukan oleh Pemohon
merupakan keberatan terhadap _terbitnya penetapan/pengumuman
keputusan Komisi Independen Pemilihan(KIP) Aceh berdasarkan Berita
Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VIl/2018 tentang Hasil Verifikasi
Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 20 Juli 2018, dengan alasan
dan'dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu Bakal Calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Aceh untuk
periode 2019 - 2024;

2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 Pemohon telah melakukan
pendaftaran sebagai Bakal Calon anggota DPD di KIP Aceh,
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sebagaimana tanda terima /dokumen pendaftaran bakal calon
perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota DPD Tahun 2019 yang
tertera dengan Model TT.PD.DPD (P-1) yang dikeluarkan oleh KIP Aceh,
beserta Lampiran Model TT.PD-DPD (P-2) tentang lampiran tanda
terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta
Pemilihan Umum anggota DPD Tahun 2019;
. Bahwa Terhadap tanda terima pendaftaran Model TT.PD.DPD dan
lampiran Model TT.Pd-DPD tersebut, KIP memberikan waktu untuk
Pemohon untuk melengkapi segala persyaratan yang masih belum
lengkap;
. Bahwa pada tanggal 20 Juli Pemohon ingin menyerahkan berkas yang
belum lengkap tersebut dalam pendaftaran sebagai bakal calon
anggota DPD Tahun 2019, berupa :
a) Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang

menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai

menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.(P-3)
b) Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani

asli/basah oleh Ketua PPS serta dicap basah PPS atau surat

keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.(P-4)
¢) Tanda Bukti Laporan Harta Kekayaan penyelenggaraan Negara

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

(P-5)
Namun KIP langsung mengeluarkan Berita Acara hasil verifikasi
Keabsahan Dokumen- Syarat Bakal [Calon Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPD Tahum 2019 yang tertera dalam Model
BA HP-DPD (P-6).

Bahwa dalam Model BA.HP-DPD tersebut KIP menyatakan menerima
dan memutuskan semua berkas yang telah diterima pada saat
pendaftaran tertanggal 11 Juli 2018 (P-7) telah Memenuhi Syarat (MS).
Namun terhadap P-3 dan P-4 ditolak oleh KIP Aceh dan dinyatakan

ITIA PENGAWAS PEMILIN,
INSI ACEM
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bahwa kedua hal tersebut dengan kategori Belum Memenuhi Syarat
(BMS);

. Bahwa Keputusan KIP Aceh terhadap P-5 tersebut membuat Pemohon
tidak dapat menjadi salah satu calon anggota DPD dan telah melanggar
hak-hak asasi Pemohon sebagai salah satu warga Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
. Bahwa keputusan KIP Aceh menyatakan P-3 dan P-4 dengan kategori
BMS tersebut didasari karena KIP Aceh memutuskan bahwa Dokumen
Syarat Pendaftaran Bakal Calon berupa Formulir Model BB.I DPD
dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena melanggar Pasal 60
ayat (1) huruf j dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 14 Tahun 2018, yaitu Pemohon pernah menjadi narapidana
tindak pidana korupsi;
. Bahwa walaupun Pemohon merupakan salah satu mantan narapidana

korupsi, namun Pemohon telah menjalani semua putusan pengadilan
dan sudah mengumumkan (mempublish) mengenai  hal tersebut
kepada masyarakat melalui media massa, hal itu sebagai mana
terlampir dalam berkas P-6;
. Bahwa terhadap Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tersebut, Pemohon
telah mengajukan permohonan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah
Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register Perkara 36/PR/V/
36 P/HUM/2018 (P-8), karena aturan dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g
dan j tersebut telah bertentangan dengan Pasal 182 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;
Bahwa terhadap perkara P-7 tersebut Mahkamah Agung memberikan
jawaban dengan Nomor MA/PANMUD/TUN/V/92/2018 (P-9), yang
pada pokoknya memutuskan untuk menghentikan Sementara perkara

tersebut karena Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum masih dalam proses pengujian di Mahkamah
Konstitusi, sehingga perkara P-7 akan dilanjutkan pengujiannya oleh
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Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah putusan terhadap
pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut; ---------------
10.Bahwa pada Tahun 2018° Pemohon juga telah mengajukan
permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia-nomor 14 Tahun 2018
terhadap /Pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
pemilihan Umum;
11.Bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah
diputuskan oleh Majelis Hakim yang telah mengadili perkara tersebut
dengan mengabulkan semua permohonan yang dimohonkan oleh
Pemohon, sehingga mengembalikan hak-hak Pemohon untuk dapat
menjadi peserta dalam pemilihan umum tersebut. (P10); ---------=------

. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut : -----====-==-ne-eev--
1. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun
2018 bertentangan dengan undang-undang, sehingga tidak bisa
diterapkan;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya bisa mémbuat aturan-aturan
baru yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Namun PKPU tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan
yang menimbulkan norma hukum baru sebagaimana dalam aturan
Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tersebut,
dimana aturan tersebut menyebabkan pendaftaran Pemohon sebagai
anggota calon DPD periode 2019-2024 Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

. Petitum Pemohon;
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada

Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; ----------------

2. Membatalkan Keputusan KIP Aceh Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/
VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal
Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun
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2019;
3. Menyatakan Formulir Model BB.I DPD atas nama Pemohon sudah

Memenuhi Syarat (MS);
4. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini; --
Apabila Panwaslih-Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon Putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah.mengajukan
jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 3 Agustus 2018, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas
diakui didalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat
Provinsi (Aceh) telah memperlakukan semua Bakal Calon Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 secara adil dan
setara; ------=---=mm-mmms oo

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 Pokok Permohonan Pemohon yang
menyatakan, “KIP menerima dan memutuskan semua berkas yang telah
diterima pada saat pendaftaran tanggal 11 Juli 2018 telah memenuhi
syarat (MS). Namun terhadap P-3 (Surat Keterangan dari Kepala
Lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang
bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan
P-4 (Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani
asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan
dari KPU/KIP Kabupaten/Kota) ditolak oleh KIP Aceh dan dinyatakan
bahwa kedua hal tersebut dengan kategori Belum Memenuhi Syarat
(BMS)” adalah tidak benar, karena dalam Berita Acara Hasil Verfikasi
Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 (Model BA.HP-DPD) Nomor
152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 dinyatakan dokumen syarat Bakal
Calon milik Pemohon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) adalah : ----

* Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

* Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani
asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat
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keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. (Vide Bukti T.01) -------

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 Pokok Permohonan Pemohon yang
menyatakan, “Keputusan KIP Aceh terhadap P-5 (Bukti Tanda Terima
Penyerahan Laporan Harta -Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari
Komisi Pemberantasan Korupsi) tersebut membuat Pemohon tidak dapat
menjadi salah.satu calon anggota DPD...." Adalah tidak benar
dikarenakan Bukti Tanda Terima Penyerahan LHKPN bukanlah salah
satu syarat yang dapat membuat Bakal Calon Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota DPD Tidak Memenuhi Syarat (TMS); (Vide
Bukti T.02)

5. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Tanda Terima Dokumen
Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
Anggota DPD Tahun 2019 Model TT.PD.DPD pada tanggal 11 Juli 2018
atas nama DR.Ir.H. Abdullah Puteh, M. Si, untuk kemudian
dilanjutkan dengan Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal
Calon; (Vide. Bukti T.03)

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 Pokok Permohonan Pemohon telah
mengakui bahwa Pemohon adalah mantan terpidana korupsi, namun
telah menjalani semua putusan pengadilan dan sudah mengumumkan
mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa, Pasal
60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah mengatur bahwa Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum dapat menjadi bakal calon peseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan antara lain yang
bersangkutan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan
seksual terhadap anak, atau korupsi, sehingga Surat Pernyataan
(Formulir Model BB.1 DPD) atas nama Pemohon yang antara lain
menyatakan bahwa Pemohon bukanlah merupakan mantan terpidana
korupsi adalah tidak benar; (Vide Bukti T.01)

7. Bahwa setelah dilakukan. verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal
calon atas nama Pemohon, didapati “hasil bahwa Pemohon tidak
memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
sebagaimana diakui dalil Pemohon pada.angka 7 Pokok Permohonan
Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah mantan terpidana
korupsi;

8. Bahwa Termohon melalui Surat KIP Aceh Nomor 2011/PL.01.2-
SD/11/Prov/VIl/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Permohonan
Salinan Putusan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum a.n. Ir.
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H. Abdullah Puteh (Vide Bukti T.04) melakukan klarifikasi kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Termohon menerima Salinan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/PID.B/TPK/
2004/PN.JKT.PST (Vide Bukti T.05), Salinan Putusan Pengadilan
Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor : 01/PID.TPK/2005/PT.DKI (Vide Bukti T.06) dan Salinan
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1344K/Pid/2005 (Vide Bukti
T.07) terkait perkara pidana dimaksud masing-masing atas nama
Pemohon;

9. Bahwa dari hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada
angka 6, 7 dan 8 di atas, maka pencalonan Pemohon dalam Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dinyatakan
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai angka 2 Surat KPU Nomor
711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Hasil
Penelitian Syarat Bakal Calon yang menyebutkan, “apabila pada masa
penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah
diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
bahwa bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota
DPD adalah mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual
terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus
ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat
mengikuti proses selanjutnya; (Vide Bukti T.08);

10. Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam angka VII. ALASAN-ALASAN
PERMOHONAN adalah tidak dapat diterima, dikarenakan Peraturan
KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang sampai saat ini masih berlaku
merupakan salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan yang dapat menyatakan
Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan undang-undang atau
tidak, hanyalah kewenangan Mahkamah Agung.

a. Petitum Termohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon,
Termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana
prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang
dilakukan Termohon terhadap Pemohon. Untuk itu, Termohon memohon
kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil permohonan Pemohon;

2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan Ketentuan
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Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;
3. Atau jika Majelis Pemeriksa pada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi
Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -------------

alil-dalil Pemohon, Pemohon telah
ah diberi meterai cukup dan

..........
--------

Surat Nomor : MA/PANMUD/TUN/V/92/2018 perihal

68
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Penghentian Sementara Perkara No. 36 P/HUM/2018

10 P-10 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor : 51/PUU-XIV/2016

8 |T-08 Surat KPU Nomor 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018
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tanggal 19 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Syarat
Bakal Calon

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga
mengajukan saksi bernama Muktarudin dengan keterangan berikut : ----------

a.

Bahwa saksi adalah Liaison Officer (untuk selanjutnya disebut LO)
Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun
2019;

. Bahwa pada saat LO pertama kali mendaftarkan Pemohon, Komisi

Independen Pemilihan Aceh (untuk selanjutnya disebut KIP Aceh) tidak
memberitahukan kepada LO tentang Pemohon tidak bisa mendaftar
karena mantan terpidana korupsi, namun KIP Aceh baru
memberitahukan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat pada saat Verifikasi
Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota DPD Tahun 2019;

. Bahwa pada saat sosialisasi, KIP Aceh tidak pernah mensosialisasikan

mengenai mantan terpidana korupsi tidak diperbolehkan untuk
mendaftar;

. Bahwa Pemohon telah mempublikasikan dirinya adalah mantan terpidana

korupsi di media massa sebagai salah satu Syarat Bakal Calon
Perseorangan Peserta Pemillhan Umum Anggota DPD Tahun 2019
sebagaimana yang disampaikan oleh KIP Aceh;

. Bahwa LO dihubungi oleh petugas Termohon pada tanggal 20 Juli 2018

malam sekitar pukul 21.00 WIB untuk datang ke kantor Termohon guna
mengambil Berita Acara namun LO baru bisa datang pada besok pagi
tanggal 21 Juli 2018 untuk mengambil Berita Acara yang menyatakan
bahwa Pemohon dinyatakan tidak.:memenuhi syarat;

Bahwa LO pada tanggal 20 Juli 2018 mendatangi petugas Termohon
dengan membawa dokumen persyaratan, Bakal Calon Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 yang Belum
Memenuhi Syarat berupa Salinan Putusan Pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum dan Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dari
KIP Kota Langsa namun dokumen tersebut ditolak oleh petugas Termohon
karena Pemohon telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; -----------------

. Bahwa LO tidak membaca Peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 karena

12

70



'iBAWACLurﬁ

PANITIA PENGAWAS PEMILINAN

LO merasa pihak penyelenggara Pemilihan Umum memiliki kewajiban
untuk mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat; ----------

h. Bahwa LO telah mengupload semua berkas persyaratan Pemohon ke
SIPPP sebagaimana diatur dalam' Peraturan KPU nomor 14 tahun 2018; --

Menimbang, bahwa selainmengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga
mengajukan saksi’ ahli dibidang Hukum Tata Negara dan KePemilihan
Umuman yang bernama Zainal Abidin dengan keterangan sebagai berikut : ---

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018
tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum;

UU No.7 Tahun 2017 membolehkan mantan Nara Pidana menjadi
Peserta Pemilihan Umum Perseorangan, hal ini sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 182 huruf g UU No.7 Tahun 2017 bahwa syarat
perseorangan menjadi Peserta Pemilihan Umum:

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana;

PKPU No.14 Tahun 2018 tidak. memperbolehkan mantan terpidana
bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi untuk
menjadi . peserta, Pemilihan Umum Perseorangan, se

disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) PKPU No.14 Tahun 2018 bahwa
syarat perseorangan menjadi Peserta Pemilihan Umum: Bukan mantan
terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau
korupsi;

2. Asas Peraturan Perundang-Undangan

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan
isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya.
Berdasarkan asas ini-Amiroeddin Syarif dalam bukunya Perundang-
Undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya (1997; 78)
menerangkan ;

a) Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat
mengubah atau  mengenyampingkan  ketentuan-ketentuan
perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya
dapat;

b) Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah
tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak
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mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang
lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-
undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat; walaupun diubah, ditambah, diganti
atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah; ---------

Asas tersebut sangat penting untuk ditaati, bila tidak ditaati akan
menimbulkan ketidaktertiban (tidak adanya. tertib hukum) dan
ketidak-pastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat
menimbulkan kekacauan dan Kesimpangsiuran perundang-
undangan;

Ketidaktertiban hukum, mengakibatkan hukum tidak tersistem.
Pembentukan hukum itu merupakan satu kesatuan sistem
hukum. Dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang
mengabdi kepada kepentingan nasional. Pembentukan hukum
yang tidak bertitik bertolak pada tujuan negara, maka akan
menimbulkan produk hukum yang tidak tersistem sesuai dengan
idealisme kehidupan bangsa (Leden Marpaung, Menggapai Tertib
Hukum di Indonesia, 1999: 2);

PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah
merusak tertib hukum dan telah keluar dari sistem; ---=--=--=-=--=---

Bagian sistem hukum tertinggi adalah konstitusi, sehingga semua
perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi. Untuk itu,
PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (1)
UUD dan Pasal 28D ayat (1) UUD;

Pasal 27 ayat (1) UUD “segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya”;

Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum”.

3. Penyimpangan Dari Moral Hukum
Teori Morality of law Lon  F.Fuller mengurai terdapat 8 (delapan)
kegagalan hukum apabila tidak memenuhi syarat moral hukum,
diantaranya :
a) Laws should ' be_general yakni harus ada pedoman dalam
pembuatan keputusan, sehingga keputusan tidak dibuat atas
dasar kebijakan yang bebas melainkan atas dasar aturan-aturan

umum;

b) Free contradiction yaitu aturan-aturan dibuat tidak boleh
bertentangan satu sama lain baik secara vertical maupun
horizontal.

PKPU Nomor 14 Tahun 2018 telah menjauh dari morality of law. -------
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4. Putusan Mahkamah Konstitusi
Terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan
Mantan Narapidana dapat menggunakan hak untuk dipilih : ------------
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 /PUU-VII/2009; ------------
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 /PUU-XIII/2015; ----------
3. Putusan Mahkamah Kenstitusi Nomor 51 /PUU-XIV/2016. ----------
Dalam putusannya MK berpendapat bahwa bentuk pengurangan hak
dapat dipersamakan dengan tindak pidana pencabutan hak tertentu
sebagaimana diatur oleh Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP yaitu hak
pilih dan memilih dapat dicabut dengan putusan pengadilan. PKPU
No.14 Tahun 2018 telah memberi hukuman tambahan bagi mantan
Narapidana;

5. Penyalahgunaan Kewenangan
Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan menyebutkan larangan penyalahgunaan wewenang

meliputi :
a) dst
o) [ dst

c) larangan bertindak sewenang-wenang. Terjadi apabila keputusan
dan/atau tindakan yang dilakukan :

1) Tanpa dasar kewenangan;

2) Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.

6. Judicial Review terhadap PKPU No 14 Tahun 2018 ditunda sementara
karena UU No. 7 Tahun 2017 sedang diuji di Mahkamah Kontitusi; ----
Putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor 93/PUU-XV/2017 bahwa
judicial review peraturan perundang-undangan yang sedang dilakukan
oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang
menjadi dasar pengujian di Mahkamah Konstitusi; ------===========-===—-
Mahkamah Konstitusi —menafsirkan makna dihentikan adalah
menghentikan sementara, sehingga dalam hal putusan pengujian
undang-undang misalnya ditolak oleh MK, maka Mahkamah Agung
tinggal melanjutkan proses pengujian peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang berdasarkan undang-undang. -----------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud.dan, tujuan dari. Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa , Pemohon adalah salah satu Bakal Calon Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019 — 2024,
yang telah menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon, yang oleh Komisi
Independen Pemilihan Aceh dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, berdasarkan
Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil
Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta
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Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 20 Juli 2018; ----------

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor
152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tanggal dua puluh Juli dua ribu delapan
belas tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon
Perseorangan Peserta Pemilihan'Umum Anggota DPD Tahun 2019; -------------

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon; Termohon telah
mengajukan Jawaban pada tanggal enam Agustus dua ribu delapan belas,
adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang
Duduk-Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan
mengajukan saksi serta ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk
Sengketa;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan
tidak mengajukan saksi serta ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk
Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih
dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panitia
Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka
waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 huruf a angka 2, Pasal 98 ayat (3)
dan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 ‘Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum juncto Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor 18 Tahun 2018;
memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh
untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah
mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019 ke KIP Aceh
sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf-d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 24 Juli 2018 dan
diregister pada tanggal 26 Juli 2018 sehingga permohonan Pemohon telah
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sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 12 ayat (2) Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pasal 15A Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan'Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan
pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses
Pemilihan Umum terhadap pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2019 Daerah
Pemilihan Aceh, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan
yurisprudensi yang diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

NRI Tahun 1945);
b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum

(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);
d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nemor 42 /PUU-XIII/2015; dan ------------
e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51 /PUU-XIV/2016; ~=====-====num-x

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis
memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap
persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara
dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum
dalam ketentuan Pasal 28 UUD.NRI Tahun 1945 menyatakan setiap
warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

2. Bahwa persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib
dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon;
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3. Bahwa ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon
Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) yang diantaranya adalah sebagai berikut : ---=--======smmmmmn-

a.

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; --

e

m.

Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu)
tahun atau lebih;

Dapat berbicara, membaca dan/atau menulis dalam bahasa
Indonesia;

. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,

madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika;

. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; ---=-------------- -

. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan

narkotika;
Terdaftar sebagai pemilih;
Bersedia bekerja penuh waktu;

. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,

kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyarawatan Desa,
aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang
dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik
kembali;
Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat,
notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan
pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan negara serta pekerja lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ------------
Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara
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lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada
badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; ------

n. Mencalonkan hanya untuk 1(satu) lembaga perwakilan; --------=-=----

0. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan -------------

p- Mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang
bersangkutan;

4. Bahwa Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan' Umum tersebut di atas tidak memberikan pembatasan
terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal
Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD);

5. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang
tertuang dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No.
42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana
kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yvang dipilih
melalui Pemilihan Umum dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa
terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan
masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana. -------

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis
memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia
bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi
dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-
hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana
tercantum dalam Pasal 281 ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni
hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi
sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945;

2. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni
hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui
undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD
NRI 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan
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serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.”;

3. Bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan
pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak
memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-
aturan umum;

4. Bahwa dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945
dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-
undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui
pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya
sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

Menimbang, Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/
PUU-XIV/2016, Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan
narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat
dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi
Pemilihan Umum dengan secara. terang benderang memberitahu bahwa
dirinya pernah mendapat hukuman pidana;

2. Bahwa MK berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku
bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima
tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam
pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected officia) dan yang
bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik
bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang-ulang;

3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada
masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang
menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -----

4. Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 juncto Putusan MK No.
51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak
mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon
anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana
untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang
bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana.
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Menimbang, bahwa Pemohon adalah mantan terpidana korupsi yang telah
menjalani hukuman sejak tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan 22 Maret
2013; (Vide Bukti P-7)
Menimbang, bahwa Pemohon pada hari senin tanggal 10 Juli 2018 telah
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untuk umum pada hari Kamis, tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua
Ribu Delapan Belas oleh Faizah, Zuraida Alwi, Marini, Nyak Arief Fadhillah
Syah dan Fahrul Rizha Yusuf, masing
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